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KEPALA DESA KEBONGEMBONG
KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA KEBONGEMBONG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEBONGEMBONG

Menimbang :a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49,
Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21
Tahun 2020 tentang Pedoman  Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa
dilakukan dengan penandatangan Peraturan Desa
g:ntang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua

PD;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Desa Kebongembong tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara  Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor &2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
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-::'Omor 6 Tahun 2014 tentang Desz (Lembzr=m
iegara Republik Indonmesiza Tzbun 2014 NomoT
Ilnzj' Tamb‘a‘han Lembaran Negzrz Republix
onesia Nomor 5339) sebagzimenz telzh
beberapa kzli diubzh, terakhir dengzn Perzturan
Pemerintah Nomor 11 Tzhun 2019 tentang
Perubzhan Kedua atas Peraturan Pemerimtzh
Nomor 43 Tahun 2014 tenmtzng Perzturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 6 Taium
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indomesiz Nomor
5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tzhun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Angzaran
Pendapatan dan Belanja Negara [Lembaran Negarz
Republik Indonesia Tazhun 2014 Nomor 188,
Tambahan Lembaran Negara Republix Indonesiz
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintzh Nomor
8 Tahun 2016 (Lembaran Negzrz Republx
Indonesia Tahun 2016 Nomeor 57);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedomzn Pembinzzn dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesiz Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintzh Nomor 11 Tzhun 2021
tentang Badan Usaha Milix Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6623);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan
Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tzhun
2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun
2015 tentang Evaluasi Perkembangzn Desa Dan
Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2037);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110
Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 89);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara  Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun
2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di
Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 569);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
gﬁ;ﬂa Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

)

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

18.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1203);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun
2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

21.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1035);

29.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1633);

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1641);

24, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun
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(1)

negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah
Provinsi, anggaran pendapatan dan belanja duaerah
kubupmen/ Kota, dan/atau APB Desa,

BAB 11
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2
RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
B 1 ! PENDAHULUAN
1.1, Latar Belakang,
1.2, Dasar Hukum.
1.3, Tujuan dan Manfaat,
1.4, Proses Penyusunan RKP Desa.
1.5, Sistematika.

BAB 11 : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN
DESA
2.1, Visi - Misi Kepala Desa.
2,2, Gambaran Umum Sosial Budaya.
2.3, Gambaran Umum Kemiskinan.
2.4, Gambaran Umum Ekonomi.
2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.
BAB 111 : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pemba-
ngunan pada RKP Desa Tahun

sebelumnya.

3.2, Evaluasi laju pencapaian SDGs
Desa.

3.3. Identifikasi masalah berdasarkan
RPJM Desa.

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan
Analisa Keadaan Darurat antara
lain: bencana alam, krisis politik,
krisis  ekonomi  dan atau
kerusahan sosial yang
berkepanjangan.

3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan
Prioritas Kebijakan Pembangunan
Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan
Pembangunan Skala Desa Tahun
Anggaran 2022,

4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak
asal usul,

4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal
Skala Desa.

4.4. Prioritas Program dan Kegiatan
Pembangunan Daerah Tahun
Anggaran 2023.

4.5. Kebijakan Keuangan Desa.
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BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN
1.  Berita Acara Musyawarah

Pembentukan Tim Penyusun .RKP
Desa, Notulen dan Daftar Hadir.

2. Keputusan Kepala Desa tentang
Tim Penyusun RKP Desa Tahun
2022,

3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.

4, Daftar Rencana Program dan
Kegiatan yang Masuk ke Desa.

5. Data dan informasi tentang
rencana pembiayaan
pembangunan Desa.

6. Daftar Prioritas Usulan Rencana
Program dan/atau  Kegiatan
Pembangunan Desa untuk 1
(satu) tahun anggaran berikutnya.

7. Daftar Usulan Masyarakat Desa
yang Dipilah Berdasarkan Tujuan
SDGs Desa.

8.  Daftar Rencana Kerja Sama Antar
Desa.

9. Daftar Rencana Kerja Sama
dengan Pihak Ketiga.

10. Rancangan RKP Desa Tahun
2022.

11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa
tahun 2021.

12. Gambar Desain Kegiatan.

13. Rencana Anggaran dan Biaya
(RAB).

14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun
2023.

15. Berita acara hasil penyusunan
rancangan RKP Desa.

16. Keputusan BPD tentang panitia
musyawarah Desa tentang
perencanaan Desa.

17. Berita Acara Musyawarah Desa
tentang perencanaan Desa,
Notulen dan Daftar Hadir.

18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.

19. Keputusan Kepala Desa tentang
Panitia Musrenbang Desa RKP
Desa tahun 2022.

20. Tata tertib musrenbang Desa RKP
Desa.

21. Penyusunan Prioritas Program
dan Kegiatan.

22. Berita Acara Musrenbang Desa
RKP Desa tahun 2022, Notulen
dan Daftar Hadir.

23. Keputusan BPD tentang panitia
musyawarah Desa tentang
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pembahasan, penyepakatan dan
pengesahanan rancangan
Desa tahun 2022,

24, Dokumen Rancangan RKP Desa
Tahun 2022 dan DU- RKP Desa

Tahun 2023.
25. Berita Acara Musyawarah Desa
tentang pembahasan,

penyepakatan dan pengesahanan
rancangan RKP Desa tahun 2022,
Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2022
dan DU-RKP Desa Tahun 2023.
27.  Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2022
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana

tel‘c&}ntum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
22 merupakan landasan dan pedoman
Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa
alam pelaksanaan pembangunan Desa

RKP Desa Tahun 20
bagi Pemerintahan
dan masyarakat d
Tahun 2022

Pasal 4
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan
akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar
Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan
oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau
Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6
Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam
Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

BAB 11
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
(1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun
Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun
Anggaran 2022,
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2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan
Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan,
dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan
Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa
Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 252);

' 25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal
Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian
(S:ebaglan Kewenangan Bupati Kendal kepada
Tamat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi

erpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita
Daefah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26
Seri E No. 15);

26.Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal
Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2016 Nomor 3 Seri E No. 3);

27.Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati
Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber
Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);

28.Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016
tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);

29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80 Seri E no 47
);

30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa,Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2017 Nomor 38 );

31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018
Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan
Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala
Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun
2018 Nomor 50);

32, Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 80
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017
tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita
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Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
dlaerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38

H

34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2020
tentang Penjabaran  Perubahan Anggaran
gendapatan- dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
021 ( Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2020 Nomor 74);

35.Peraturan Desa Kebongembong Nomor 2 Tahun
2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah  Desa (i desa Kebongembong,
(Lembaran  Desa Kebongembong Tahun 2017
Nomor 2);

36. Peraturan Desa Kebongembong Nomor 2 Tahun
2019  tentang Daftar Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa dj desa Kebongembong
(Lembaran  Desa Kebongembong Tahun 2019
Nomor 2 );

37.Peraturan Desa Kebongembong Nomor 6 tahun
2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Tahun 2019-2024; (Lembaran
Desa Kebongembong Tahun 2018 Nomor 6);

38.Peraturan Desa Kebongembong Nomor 05 Tahun
2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Desa
Kebongembong Tahun 2020 Nomor 5 );

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBONGEMBONG
dan
KEPALA DESA KEBONGEMBONG

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat h.ukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan  masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

2.  Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa
untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan,
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Pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat,
keamanan, dan ketertiban. .
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas

hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat Desa.

4, Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang
dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan
usaha, kegiatan  kemasyarakatan, pelayanan,
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan,

a dan ketertiban.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya

mengembangkan  kemandirian dan kesejahteraan

‘nasyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

keterampilan, perilakuy, kemampuan, kesadaran, serta

memanfaatkan  sumber daya melalui penetapan
kebx_]a.kan, program, kegiatan dan pendampingan yang

Sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan

masyarakat Desa,

6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki

Desa f“ehPUﬁ kewenangan di bidang penyelenggaraan

pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang  melaksanakan  fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang
selanjutnya  disebut Musrenbang Desa adalah
musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh
anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya
masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten/kota.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama BPD.

13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan

kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
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14,

15.

16.

17,

18.

19.

20.

21.

22.

dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secard
Partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian
Sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas
hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa
untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan,
Pendataan  Desa  adalah proses  penggalian,
bengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data
IS(DGS Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan
dewargaar} Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang
Pipal.)t didayagunakan untuk pencapaian tujuan
s mbangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan
reulfogla JJene dapat digunakan sebagai bahan
Perols endasi  penyusunan program dan kegiatan
Iat angunan Desa, serta data dan informasi terkait
nnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan
masyarakat Desa.
Slstgm Informasi Desa adalah sistem pengolahan data
kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang
d1se§1akan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara
terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat
lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya
manusia untuk disajikan menjadi informasi yang
berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi
pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan
strategis Pembangunan Desa.
Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang
memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian
SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen
perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya
disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari
RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa
yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu
1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa
kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui
mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan
hak lain yang sah.
Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang
meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup,
sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya,
sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang
dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah qleh.
Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki
atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan,
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

20.

30.

31.

32.

dan  dipergunakan bagi kesejahteraan  bersama
masyarakat Desa,
Angggran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Desa,
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
g:n'd%patan dan. belanja negara yang diperuntukkan
; aﬁl be?a yang ditransfer melalui anggaran pendapatan
i clanja daerah kabupaten/kota dan digunakan
n membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan  Desa,  pembinaan

kemas
Yy yarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Dana Desa adalah d :
diterima kabupate ana perimbangan yang

n/kota dal
dan belanja daer / am anggaran pendapatan

ah kabupaten/kot . :
dana alokasi khusus, P /kota setelah dikurangi

i;;rrnnzaga]l Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan
masyaralim adal:ah lembaga yang dibentuk oleh
. at sesuai dengan kebutuhan dan merupakan
mitra  Pemerintah Desa dalam memberdayakan
masyarakat Desa.
Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi
bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan
berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga
Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan
kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan
Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat
Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha
milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama,
peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan
kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs
Desa.
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota
masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang
dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan,
mengembangkan, dan  menggerakkan  prakarsa,
partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan
masyarakat Desa.
Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM
Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa
dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha,
memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau
menyediakan jenis usaha lainnya untuk
sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat,
perguruan tinggi, organisasi kemasyarakata_n, atau
perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya
tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja
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nega_ra, anggaran pendapatan dan belanja daerah
Provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten /kota, dan/atau APB Desa.

BAB Il
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

BAB | * PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang,
1.2, Dasar Hukum.
1.3.  Tujuan dan Manfaat.
1.4, Proses Penyusunan RKP Desa.
1.5. Sistematika,
BAB 11 GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN
DESA
2.1, Visi- Misi Kepala Desa.
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
2.4, Gambaran Umum Ekonomi.
2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.
BAB 111 RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pemba-
ngunan pada RKP Desa Tahun
sebelumnya.
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs
Desa.
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan
RPJM Desa.
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan
Analisa Keadaan Darurat antara
lain: bencana alam, krisis politik,
krisis ekonomi dan atau
kerusahan sosial yang
berkepanjangan.
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan
Prioritas Kebijakan Pembangunan
Daerah.
BAB IV . RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan
Pembangunan Skala Desa Tahun

Anggaran 2022.

4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak
asal usul.

4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal
Skala Desa.

4.4. Prioritas Program dan Kegiatan
Pembangunan Daerah Tahun
Anggaran 2023.

4.5. Kebijakan Keuangan Desa.
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BABV : PENUTUP
LAMPIRAN
1.  Berita Acara Musyawarah
Pembentukan Tim Penyusun RKP
Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2.  Keputusan Kepala Desa tentang

Tim Penyusun RKP Desa Tahun

2022.

Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.

Daftar Rencana FProgram dan

Kegiatan yang Masuk ke Desa.

S. Data dan informzsi tentang
rencana pembiayaan
pembangunan Desa.

6.  Daftar Prioritas Usulan Rencana
Program  dan/atau  Kegiatan
Pembangunan Desa untuk 1
(satu) tahun anggaran berikutnya.

e

7.  Daftar Usulan Masyarakat Desa
yang Dipilah Berdasarkan Tujuan
SDGs Desa.

8.  Daftar Rencana Kerja Sama Antar
Desa.

9. Daftar Rencana Kerja Sama
dengan Pihak Ketiga.

10. Rancangan RKP Desa Tahun
2022.

11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa
tahun 2021.

12, Gambar Desain Kegiatan.

13. Rencana Anggaran dan Biaya
(RAB).

14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun
2023.

15. Berita acara hasil penyusunan
rancangan RKP Desa.

16. Keputusan BPL tentang panitia
musyawarah Desa tentang
perencanaan Desa.

17. Berita Acara Musyawarah Desa
tentang pererncanaan Desa,
Notulen dan Daftar Hadir.

18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.

19. Keputusan Kepala Desa tentang
Panitia Musrenbang Desa RKP
Desa tahun 2022.

20. Tata tertib musrenbang Desa RKP
Desa.

21. Penyusunan Prioritas Program
dan Kegiatan.

22. Berita Acara Musrenbang Desa
RKP Desa tahun 2022, Notulen
dan Daftar Hadir.

23. Keputusan BPD tentang panitia
musyawarah Desa tentang
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pembahasan, penyepakatan dan
pengesahanan rancangan
Desa tahun 2022.

24, Dokumen Rancangan RKP Desa
Tahun 2022 dan DU- RKP Desa

Tahun 2023.
25. Berita Acara Musyawarah Desa
tentang pembahasan,

penyepakatan dan pengesahanan
rancangan RKP Desa tahun 2022,
Notulen dan Daftar Hadir.
26, Dokumen RKP Desa Tahun 2022
dan DU-RKP Desa Tahun 2023.
27.  Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabgran sistematika RKP Desa Tahun 2022
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana

tercgntum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
RKP Desa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman
B:ngl Pemen'r;;{ahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa
masyarakat d
Tahun 20}52 alam pelaksanaan pembangunan Desa
Pasal 4
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan
akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan
meényusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar
Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan
oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau
Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6
Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam
Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Desa.
BABIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
(1) Berdasarkan Peraturan Desa ini se’anjutnya disusun
Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun
Anggaran 2022.
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Diundangkan di

ssa ini
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dn’-“]clbil;
Sepanjar{g mengenai teknis pelaksanaannya diatur
lanjut oleh Kepala Desa,

Pasal 8 . "
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Kebongembong
Pada tanggal : 30 September 2021
KEPALA DESA KEBONGEMBONG

D

MUCHAMAD FACHRUROZI AS’ARY

: Desa Kebongembong

Pada tanggal SU Beptember 2021
EKRETARIS) BONGEMBONG
& f
: Ngo

v/

RANDESA KEBONGEMBONG TAHUN 2021 NOMOR 3
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LAMERAN
PERRTURAN DESK KERMMGEMEMNG
WEMOR O TR 2024
TEMTAING

ISOOLE I PENDAPATAN DAN BELANIA DESH

ANGGARAN PENDAPAT AN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEBONGEMEONG

TAHUN ANGGARAN 20022
KODE
REKENING URALAMN ANGOLRIN SUMBERDANA
. s (Pyg)
2 4 L4
4, PENDAPATAN
41, Pendzpata
patan Ask Desa 94,2005 1
42, Pendapatan
Transter 17164672110
JUMLAH PENDAPATAN 12%0.2067.221,60
5. BELANJA
1
£18122.52159
14 Penyelenggaran Belanja Sittap, Tur;
y Turdangan dan asional £42.550.337,
Pemerintahan Deza (Maksimal 20% urdu kmow ”
1.4.01 P f ai'da ,
enyediazn Penghastan Tetap dan Turjargan Veyaia Desa AL s
11.01 | 51. j ”
X Beianja Pegawsi B2
142 Penyedizan Penghasian Tetap dan Turgargan Perargiat Dess YAGTIHN0 | 400, PEH
1102 | 51. Belanya Pegawai YALTGAL L)
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Dess dan Perargid Deas 218224190 | 400
11.03 | 51, Belanja Pegawei 24 ZE2A31 10
1.1.04 Penyedizan Operasional Pemerintzh Desa (ATY, Horve PYFPYD dan PPYD 155231066 O
A Perkanioran, pasion (KTX, , 2340600 | MDD, DLL, PEH
1104 | 52 Eelanja Barang dan Jaza 15.525.106,00
1.1.05 Penyediazn Turfangzn EPD 2069606 | o0
1.1.05 | 5.1. Eelania Pegawai 212000000
1.1.08 Penyediaan Operasioral EPD (ragat, ATV, Mzizn Mo, Pefengezgan Per 2ZABRLNLG | PeE
kantoran, Pakaian Seragam, perj
11.06 | 52. Belanja Barang dan Jasa 2400000,
1.1.07 Penyedizan Insentd/Operasioral RT/R 2663000006 | ACO
1107 | 52 Belanja Barang dan Jasa 26.£30.000,00
1.1.91 Penyedizan Tambahan Turjangan bagi Vegzia Dews (Haol Pengeldazn Tan 2800000000 | PAD
2h Bengiok)
1.4.91 | 51, Belanja Pegawai 35.000.000,00
1.1.62 Penyediazn Tambahan Tunjangan bagi Perzrgeat Desz (Hasi Pergeiiazn 5345000000 | PAD
Tanzh Bengkok)
1192 | 51. Belanja Pegawai 53.450.000,00
1.3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan £.445.000,00
1.3.02 Penyusunan/Pendataan/Pemisiairinan Profl Deza (Dipin) 5445.000,00 | DOS
1302 | 52. Belanja Barang dan Jas2 5.445.000,00
14. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 27.127.000,00
14.01 Penyelenggaraan Musyewarzh Perencanaan Desa/Pembanasan APEDes ( 3.455.00000 | 0OS
Reguler)
MICCET e 1022 Hataman
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won

KENING URAIAN ANGOARAN BUMBERDANA
| . (Rp)
k) 4 ]
‘ ;’; b2 Delanja Darang dan Jasa 3.455.000,00
! ‘i
_: Penyusunan Dokumen Porencanaan Desa (RPIMDesa/RKPDesa di) 234.000,00 | o035
-0‘ b2, "I|ll’ﬂl “lmnq dan Jasa 234.000,00
. Pey
H “-) Iyusunan Dokumen Keuangan Dosa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ 1.343,000,00 | poS
2: b2 Uslarja arang dan Jasa 1.343.000,00
! P ,
";:‘W'“' Wan Laporan Kepala Dosg, LPPDasn dan Informasl Kepada Masyar 1.046.000,00 | po3
07 | 6.2, Delanja b
. anja Darang dan Jasa 1.048,000,00
f ]
= Pengembangan Slstem Informasl Dowa 21.040.000,00 | ODS
/ 2 Delanja 0
4 Darang dan Jana 1825.000,00
08 | b9, Bolarja Modal
19.224.000,00
RIDANQ PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA £4.496,000,00
| 664, 00,0
. Sub B
5 . Idang Pendidikan 10.100.000,00
. enyole
t h:m‘ m‘:r‘:: L’ﬁ\,UDnKm'AnKM PQ/Madrasah NonF ormal Milk Desa 10.100,000,00 | DDS
01 | 62 Del
clanja Barang dan Jasa 10.100.000,00
L 8
e ub Bldang Kesehatan 28,848,000,00
LS ),
| In:azzzl)ongumnn Pos Kesehatan Desa/Polindes Millk Desa (obat, Insentif, K 10.240.000,00 | DDS
' .
01 ] 62 Belanja Barang dan Jasa 10.240.000,00
102 Ponyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsla, Insentif) 8.023.000,00 | DDS
W2 | 52 Bolanja Barang dan Jasa 8.023.000,00
1.04 Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehalan 10.565.000,00 | pDs
204 | 52 Bolanja Barang dan Jasa 10.585.000,00
) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 200,000.000,00
114 Pembangunan/Rehabliitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo 200.000.000,00 | PBP
kan dll)
14 | 59 Belanja Modal 200.000.000,00
k Sub Bldang Kawasan Pemukiman 36.000.000,00
1.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak 36.000.000,00 | PBP
Hunl GAKIN
101 | 52 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00
5 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 59.253.800,00
.01 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa 50.253.800,00 | pbS
101 | 5.3 Belanja Modal 50.253.800,00
) Sub Bldang Parlwisata 230.294.200,00
102 PembangunarVRehablltasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M 220.294.200,00 | ops
Ik (DIpllihy
™m Belanja Modal 230.294.200,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN §3.459.386,00
I Sub Bidang Ketonteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 6.600.000,00
Masyarakat
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KODE ANGGARAN SUMBERDANA
EKENING URAIAN (Rp)
10 2 3 4 $
A1.02 z;mmtan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe 5.600.000,00 | PBH
es
102 | 52. Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00
% Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 26.603.092,00
2.03 Penyelenggaran Festival Kesenian, AdatKebudayaan, dan Kegamaan (HUT 25.603.092,00 | PAD
RI, Raya Keagamaan di)
203 | 52 Belanja Barang dan Jasa 25.603.092,00
e Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 6.000.000,00
45 Pembinaan Karangtaruna/Kiub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 6.000.000,00 | PBH
.3.06 | 52, Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00
A Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 1€.256.294,00
402 Pembinaan LKMD/LPMA.PMD 2.277.000,00 | ADD
402 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.277.000,00
A.03 Pembinaan PKK 8.979.264,00 | PBH
A03 | 52. Belanja Barang dan Jasa 8.979.294,00
A91 Pembinaan dan Operasional KPMD 5.000.000,00 | PB?
491 | 52. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
BIDANG PEMB AAN MASYARAKA 129.002.000,00
2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 119.502.000,00
2.01 :::)ingkalan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilin 77.007.000,00 | DDS
201 | 53. Belanja Modal 77.007.000,00
2.04 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 16.150.000,00 | cos
204 | 53. Belanja Modal 16.150.000,00
2.05 Pekl:lihan/BimlekIPengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter 26.345.000,00 | pps
nakan
205 | 52 Belanja Barang dan Jasa 26.345.000,00
3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 9.500.000,00
3.02 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 9.500.000,00 | pos
302 | 52 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 F
' BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE 499.600.000,00
i1, Sub Bidang Penanggulangan Bencana 100.000.000,00
.1.00 Penanggulanan Bencana 100.000.000,00 | pbs
1.00 | 54. Belanja Tidak Terduga 100.000.000,00
"3, Sub Bidang Keadaan Mendesak 399.600.000,00
3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 399.600.000,00 | pps
3.00 | 54, Belanja Tidak Terduga 329.600.000,00
JUMLAH BELANJA 1.822.660.323,00
SURPLUS / (DEFISIT) 7.626.908,00
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 2.373.092,00
6.2, Pengeluaran Pembiayaan 10.000.000,00
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E
ING URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
- (Rp)
3 4 5
PEMBIAYAAN NETTC (7.626.908,00)
S
ISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAM 0,00

KEBONGEMBONG, 18 Januari 2022

KEPALA DESA

\.B

M.FACHRUROZI AS'ARY

—— 0.2 retamend
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BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada
dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi
Pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama
membangun desa, Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara

Partisipatif mulai dar perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring
evaluasi akan lebih menjamin keb
J

erlangsungan pembangunan di desa. Se-

awa Tengahknya Permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain
akan mudah muncul manakala ge

luruh komunikasi dan ruang informasi
bagi masyarakat tidak memadai,

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan
berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan

pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan

kemandirian dega, Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan
dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang
telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Kebongembong
pada tanggal 30 September 2021

KEPALA DESA KEBONGEMBONG

el e

M. FACHRUROZI AS’ARY
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